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Abstract
The excessive use of chemical pesticides by farmers worldwide has been a
longstanding practice, and it has led to increasingly severe environmental
hazards. Many researchers have revealed that the use of chemical pesticides
has significant impacts on the environment. The inefficiency of chemical
pesticide usage is evident as only one percent of the applied chemicals
actually reach their target. One common type of chemical pesticide used in
Indonesia since 1950 is the one based on the active ingredient carbofuran.
This study employs a descriptive literature review methodology. The
research findings suggest that new policies regarding the distribution of
chemical pesticides in Indonesia are highly necessary, especially when
considering cases of land damage and their health impacts. Such policies
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and Environment, 1(1), 72-84. Praktik penggunaan pestisida kimia oleh para petani di seluruh dunia
https://doi.org/10.61511 /jocae. yang berlebihan sudah terjadi sejak lama dan membuat bahayanya
v1i1.2023.253 semakin parah untuk lingkungan. Telah banyak peneliti mengungkap

bahwa penggunaan pestisida kimia akan berdampak pada lingkungan.
Bahwa penggunaan pestisida kimia tidak efisien karena dari sejumlah
pestisida kimia yang diaplikasikan, hanya satu persen yang tertuju pada
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1. Pendahuluan

Pestisida adalah suatu inovasi dalam industri pertanian yang dirancang untuk melindungi
tanaman dari serangga, hama, dan gulma. Bahan zat kimia yang diproduksi ini secara
substansial dapat memberikan manfaat pada industri pertanian secara global dan
ketahanan pangan dalam berbagai cara, tetapi juga secara nyata memberikan potensi
bahaya bagi kelestarian lingkungan terdampak industri pertanian dan kesehatan
masyarakat secara umum. Praktik penggunaan pestisida kimia oleh para petani di seluruh
dunia yang berlebihan sudah terjadi sejak lama dan membuat bahayanya semakin parah
untuk lingkungan. Diperkirakan produksi bahan pestisida kimia terus meningkat tiap
tahunnya di tingkat global dengan kampanye kontradiktif yaitu dalam rangka ketahanan
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pangan global. Hal ini menunjukkan fenomena yang luar biasa bahwa ketergantungan
pestisida menimbulkan tantangan jangka panjang terhadap pengelolaan lingkungan dan
kesehatan masyarakat global. Menurut World Health Organization atau WHO, sampai pada
tahun 2017 terdapat 18,2 gangguan pada setiap 100.000 orang dari seluruh dunia karena
gangguan kesehatan sebagai dampak dari penggunaan pestisida. Kejadian keracunan
pestisida di Indonesia, terdapat 771 kasus pada tahun 2016 dan 124 kasus pada tahun
2017 (Oktaviani & Pawenang, 2020). WHO juga memperkirakan bahwa setiap tahun
terjadi 1 sampai 5 juta kasus keracunan karena pestisida pada pekerja di sektor pertanian
yang sebagian besar terjadi di negara berkembang, salah satu contoh negara berkembang
tersebut adalah Indonesia.

Dalam hal lingkungan, telah banyak peneliti mengungkap bahwa penggunaan
pestisida kimia akan berdampak pada lingkungan. Bahwa penggunaan pestisida kimia
tidak efisien karena dari sejumlah pestisida kimia yang diaplikasikan, hanya satu persen
yang tertuju pada sasaran (Pimentel, 1993). Sisanya akan terbuang ke lingkungan dalam
bentuk limbah yang sangat berbahaya karena berdampak langsung terhadap manusia dan
lingkungan (Wilkinson, 1988). Tingkat bahayanya tergantung pada sifat racun, jumlah
limbah, dan lamanya kontaminasi (WHO, 1997). Tingginya pencemaran lingkungan dan
membunuh atau bahkan memusnahkan berbagai jenis makhluk hidup yang disebabkan
oleh berbagai jenis pestisida kimia (Carson, 1990).

Apabila ditinjau melalui aspek kesehatan masyarakat, pestisida memberikan
ancaman yang terus menerus sehingga berdampak serius bagi kesehatan manusia.
Adapun bentuk gangguan kesehatan oleh pestisida kepada manusia dapat melalui
berbagai mekanisme, antara lain berasal dari paparan pada kulit, paparan pada
pernapasan, paparan pada mulut, paparan pada mata, dan kontaminasi pada makanan dan
air yang dikonsumsi sehingga secara lebih lanjut akan menimbulkan berbagai ancaman
penyakit dan gangguan pada manusia, termasuk ancaman kanker, gangguan pernapasan
akut, diabetes melitus, penyakit parkinson, penyakit leukemia, gangguan mental, penyakit
saraf dan lain sebagainya.

Dalam hal ekonomi, meskipun pestisida dianggap sebagai inovasi yang dapat
menopang perekonomian dan ketahan pangan, namun banyak peneliti menyimpulkan hal
yang kontradiktif. Contohnya di Amerika Serikat, kerugian biaya akibat dampak pestisida
bagi kesehatan dan lingkungan diperkirakan mencapai 9,6 miliar dolar Amerika Serikat.
Biaya tambahan mencakup proses registrasi dan pembelian pestisida. Proses akumulasi
zat atau produk pestisida baru membutuhkan waktu beberapa tahun hingga selesai
karena membutuhkan lebih dari 70 jenis uji lapang dan memakan biaya sebesar 50-70
juta dolar Amerika Serikat untuk satu pestisida (Pimentel, 1993). Biaya eksternal
penggunaan pestisida kimia di Nigeria ketika sedang mengendalikan belalang
menyebabkan biaya eksternal senilai 253.800.956 FCFA (1 dolar Amerika Serikat=610
FCFA) (Houndekon & De Groote, 1998). Sebagai contoh yang terjadi di Thailand, kerugian
langsung biaya eksternal mencapai 1.104,3 juta Baht pada tahun 1992 yang disebabkan
buah-buahan dan sayuran tidak dapat dipasarkan karena melebihi batas minimum residu
pestisida kimia (Jungbluth, 1996). Selanjutnya di Filipina, setiap petani menanggung biaya
kesehatan sebesar 1.343 Peso (Rola & Pingali, 1993). Jerman harus mengeluarkan biaya
128-186 juta Deutsche Mark per tahun untuk membersihkan kontaminasi sumber air
minum oleh residu pestisida kimia (Fleischer, 1999).

Intensifikasi pertanian yang terjadi di Indonesia adalah salah satu kebijakan utama
pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan hal ini sejalan
dengan laju pertambahan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sehingga
pola penggunaan pestisida kimia hingga saat ini masih menjadi suatu tantangan yang
terjadi di Indonesia. Salah satu jenis pestisida kimia yang umum digunakan di Indonesia
sejak tahun 1950 adalah pestisida kimia yang berbahan dasar zat aktif karbofuran.
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Gambar 1. Kejadian keracunan satwa liar dengan pestisida karbofuran.
(Sumber: Lopez-Bao & Mateo-Tomas (2022))

Karbofuran adalah pestisida karbamat yang banyak digunakan dalam bidang
pertanian. Karbamat ialah insektisida yang bersifat sistemik dan berspektrum luas sebagai
nematosida dan akarisida (Swacita, 2017). Di Thailand, karbofuran digunakan untuk
mengendalikan serangga dan nematoda saat kontak atau setelah tertelan di sawah.
Karbofuran memiliki kelarutan air yang tinggi yaitu 351 mg/L dan sangat mudah bergerak
di dalam tanah (Tariqa et al., 2006), oleh karena itu, potensi pencemaran air tanah yang
tinggi selanjutnya menjadi perhatian lingkungan yang besar. Penggunaan karbofuran
secara terus menerus pada area pertanian dapat menimbulkan resiko pencemaran
terhadap air permukaan dan tanah (Thapinta & Hudak, 2000). Karbofuran memiliki efek
kronis pada organisme akuatik melalui penghambatan kolinesterase, neurotoksisitas dan
efek reproduksi (de Melo Plese et al., 2005). Serapan akut karbofuran melalui paparan
yang tidak disengaja dapat menyebabkan toksisitas akut dan kematian pada organisme
dan manusia (Satar et al, 2005). Oleh karena itu, sangat penting untuk menghilangkan
senyawa karbofuran dari lingkungan yang terlanjur terkontaminasi.

Pertemuan ke-8 Konvensi Rotterdam pada tahun 2017 mengkategorikan
karbofuran sebagai jenis pestisida yang disarankan untuk dilarang penggunaannya karena
berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan (UNEP & FAO, 2017). Saat ini
penggunaan karbofuran telah dilarang di Kanada, Uni Eropa dan banyak negara di Asia
termasuk Tiongkok. Namun, Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia
masih menggunakan pestisida berbahan dasar karbofuran dan bahan berbahaya lainnya
dalam aktivitas pertaniannya.

Adapun senyawa ini dikenal bersifat toksik pada mamalia dan pada level tertentu
akan menjadi lebih toksik pada jenis unggas yang sebenarnya bukan target utama dari
tujuan penggunaan insektisida jenis ini. Pada unggas, karbofuran menjadi sangat toksik
karena terjadi proses biomagnifikasi akibat memakan serangga yang mati akibat
karbofuran itu sendiri sehingga terjadi kematian unggas secara mendadak. Pada level
tertentu, diketahui bahwa kandungan aktif karbofuran dalam furadan dapat menimbulkan
residu dalam telur ayam sebesar 8,2%. Pengaplikasian karbofuran melalui penyemprotan
menjadi potensi intoksikasi pada hewan liar, hewan ternak, dan pada akhirnya berdampak
bagi manusia. Secara teoritis, insektisida lebih mudah terserap melalui saluran
pencernaan dan inhalasi, namun jarang terjadi melalui absorbsi kulit (Indraningsih, 2008).
Meski demikian, menurut Djojosumarto dalam Pamungkas (2016), kontaminasi pestisida
melalui kulit ditemukan lebih dari 90% melalui jalur paparan kulit. Beberapa faktor yang
mempengaruhi hal tersebut di antaranya adalah ketika proses penyemprotan,
pencampuran pestisida, dan proses pencucian peralatannya yang tidak jarang para
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pekerja yang menggunakan pestisida tidak menggunakan pelindung kulit sehingga
mengakibatkan paparan atau kontaminasi yang terus menerus.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil review
pada penelitian terdahulu. Tinjauan literatur adalah karya akademik yang menunjukkan
pengetahuan dan pemahaman tentang topik tertentu dalam konteks literatur akademik.
Tinjauan literatur juga mencakup evaluasi kritis terhadap materi; Oleh karena itu, ini
disebut sebagai tinjauan literatur daripada tinjauan literatur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Voluntary

Pendekatan sukarela (voluntary approach) diartikan sebagai suatu keadaan dimana badan
usaha secara sukarela, atas inisiatifnya sendiri membuat komitmen dan meningkatkan
kinerja pengelolaan lingkungannya, meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan
perundangan atau tanpa paksaan pemerintah (Rahman, 2020). Ciri penting dari
pendekatan sukarela berkaitan dengan adanya keinginan untuk berkontribusi dalam
menurunkan tingkat pencemaran akibat ketentuan yang belum belum diatur di dalam
peraturan perundang-undangan (Wibisana, 2019). Pendekatan sukarela dapat berupa
kemitraan lingkungan (environmental partnership) yang bersifat sukarela yang
dikembangkan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk menemukan instrumen penaatan
lingkungan dan tidak lagi mengandalkan pada ketentuan yang bersifat memaksa (Rahman,
2020; Wibisana, 2019).

Pendekatan sukarela dapat diimplementasikan untuk mengurangi ketergantungan
penggunaan karbonfuran dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu bentuk
voluntary approach berupa penyuluhan praktik pertanian berkelanjutan dengan
memperkenalkan dan menjelaskan penerapan teknologi pertanian yang lebih ramah
lingkungan kepada petani. Salah satu pelaksanaan voluntary approach adalah program
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT). Program ini dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk mengembangkan sayur berbasis organik
dengan kegiatan utamanya memproduksi biopestisida secara mandiri. Biopestisida adalah
pestisida yang bahan dasarnya berasal dari bahan alami baik dari tumbuhan (biopestisida
nabati) dan hewa (biopestisida hewani) yang relatif mudah dibuat dengan kemampuan
dan pengetahuan yang terbatas (Tarukallo et al., 2014). Penelitian Tarukallo et al., (2014)
mengenai kegiatan SL-PHT di Kelurahan Sedana dan Kelurahan Palopo, SulSel
menunjukan bahwa pasca program SL-PHT mayoritas petani telah beralih menggunakan
pestisida nabati karena perolehan bahan dasar pestisida nabati lebih mudah diperoleh.

Pelaksanaan voluntary approach juga dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha
seperti kegiatan penaburan pestisida ramah lingkungan pada lahan demostrasi plot yang
dilaksanakan oleh FMC Indonesia. Melalui kegiatan ini, badan usaha terkait
memperkenalkan produk Stargate 0,5 GR yang merupakan produk pestisida ramah
lingkungan dengan label hijau yang disematkan oleh Kementerian Pertanian RI yang
diluncurkan pada tahun 2021. Produk pestisida ini menggunakan bahan aktif Chlotiani
yang berfungsi untuk mengendalikan hama wereng coklat dan penggerek batang padi
tanpa merusak tanah dan mematikan biota di dalam tanah. Kegiatan ini dilaksanakan di
1.678 lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi dengan melibatkan
1.678 petani (W, 2022). Berdasarkan fungsinya ini, produk ini dapat menjadi alternatif
pestisida yang ramah lingkungan untuk mengantikan penggunaan karbofuran dalam
mengendalikan hama wereng coklat dan penggerek batang padi.

Sertifikasi produk atau eco labelling juga merupakan voluntary approach yang
bertujuan untuk menunjukan performa produksi ramah lingkungan dan mendukung
perkembangan sistem pertanian berkelanjutan. Eco labelling adalah instrumen sukarela
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berupa pelabelan atau penandaan pada suatu produk, yang dihasilkan melalui proses
sertifikasi yang dilakukan oleh pihak independen, sebagai hasil penilaian kesesuaian
kinerja lingkungan suatu produk berdasarkan kriteria yang dibutuhkan (Isharyadi et al.,
2022). Implementasi eco labelling pada produk pertanian mengacu pada sertifikasi
pertanian organik dan bebas pestisida sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 64/
Permentan/ 0T.140/5/2013. Sertifikasi pertanian organik bertujuan untuk meningkatkan
nilai tambah dan daya saing produk organik. Akan tetapi, penelitian Alamsyah et al.,
(2019) mengenai green awareness dan ecolabel pada produk organik menunjukan bahwa
konsumen belum menganggap ecolabel sebagai salah satu pertimbangan yang penting
dalam memilih produk pangan akibat masih kurangnya pemahaman, dan kesadaran
konsumen terkait ecolabel. Mayoritas konsumen produk organik merupakan golongan
masyarakat menengah keatas dengan pendapatan lebih besar dari 9 juta per bulan dan
memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Najib et al., 2020).

Dengan demikian, pendekatan sukarela melalui program penyuluhan berkaitan
dengan pengembangan pengetahuan masyarakat dalam memenuhi hak masyarakat atas
informasi yang menjadi kunci utama untuk mengatasi ketergantungan penggunaan
karbofuran. Dalam penelitian Istriningsih et al, (2022) mengenai good agricultural
practices (GAP) yang mencakup penggunaan pestisida, diketahui bahwa pengetahuan
petani perlu ditingkatkan melalui serangkaian program pelatihan teknis dengan
pendekatan partisipatif sehingga petani mengumpulkan pengetahuan yang akan
mendorong mereka untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang mencakup
penggunaan pestisida yang aman. Di sisi konsumen, perlu didukung dengan peningkatan
perilaku ramah lingkungan dengan memilih produk pangan bebas pestisida untuk
mendukung praktik sistem pertanian organik.

3.2. Command and Control

Instrumen penataan wajib atau Command and Control (CAC) adalah upaya pemerintah

untuk menetapkan tindakan yang harus diambil oleh individu guna mencegah atau

menanggulangi pencemaran. Dalam membuat CAC ini, pemerintah biasanya sudah
mengumpulkan informasi yang penting dalam rangka pencegahan/penanggulangan
pencemaran. Setelah itu, pemerintah akan mengatur atau memerintahkan individu untuk
mengambil langkah-langkah tertentu guna mencegah atau menanggulangi pencemaran.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam instrumen CAC, inisiatif dan penentuan

langkah pencegahan pencemaran terpusat pada pemerintah (Kolstad, 2000). Tujuan dari

instrument CAC ini adalah memberikan solusi yang efektif, tepat, dan praktis dalam skala
spasial dan temporal yang signifikan dalam upaya pengelolaan lingkungan (Holling &

Meffe, 1996).

Menurut (Sumarwoto, 2001), kekuatan dari instrumen Command and control

(CAC) ini adalah sebagai berikut:

. Instrumen CAC dalam upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan sangat
dominan dan sering digunakan. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang dimiliki
pemerintah dalam menentukan regulasi lingkungan yang kompleks, serta adanya
kepastian tentang kualitas lingkungan yang akan dicapai melalui kepatuhan terhadap
regulasi tersebut;

2. Penerapan CAC mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan, terutama jika
pemerintah menetapkan penggunaan prosedur, proses, atau teknologi khusus dalam
pengelolaan lingkungan. Dengan begitu efektivitas penegakan hukum dan pengawasan
dapat terukur dengan jelas.

Sedangkan kelemahan dari instrumen Command and control (CAC) ini menurut

(Oates & Baumol, 1975; Oates, 1996) adalah sebagai berikut:

1. Terlalu mendasarkan diri pada keyakinan bahwa peraturan perundang-undangan
dapat mengatasi perilaku yang merusak lingkungan. Namun, pandangan ini tidak
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selaras dengan sifat tamak manusia yang cenderung melakukan tindakan apapun yang
menguntungkan dirinya. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan peraturan
perundang-undangan, manusia seringkali melakukan pelanggaran secara diam-diam;

2. CAC Dbersifat otoritatif dan memberikan instruksi kepada masyarakat untuk
melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-
undangan sesuai dengan interpretasi yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu,
dalam CAC, tidak ada dorongan dari dalam diri atau insentif bagi masyarakat dan
industri untuk mengadopsi perilaku yang ramah lingkungan;

3. CAC memiliki sifat yang kaku dan terlalu terikat pada aturan birokratis. Dalam konteks
ini, aturan dibuat dengan sangat rinci dan terperinci, dimulai dari undang-undang
hingga pada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang sangat terperinci. Kekakuan ini
dapat menghambat perkembangan teknologi dan sistem pengelolaan lingkungan. Di
sisi lain, sifat kaku dari CAC juga membuat pendekatan ini sangat birokratis, sehingga
para pejabat seringkali bertindak lebih demi kepentingan birokrasi daripada
memperbaiki kondisi lingkungan.

Dalam CAC, pemerintah menetapkan target atau batas emisi yang harus dipenuhi,
serta menentukan prosedur dan teknologi yang harus digunakan oleh individu untuk
mencapai target tersebut. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memantau
kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi jika terjadi
pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, dalam CAC, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan
langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah atau mengatasi pencemaran
lingkungan dan memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dipatuhi oleh seluruh
individu.

= ow igh ==

Regulasi Standard Perizinan

Informasi Target Performance Spesifikasi

Gambar 1. Bentuk Intervensi Pemerintah melalui Command And Control (CAC)
Sumber: (Ogus, 1994)

Bentuk intervensi pemerintah melalui CAC ini dapat dikategorikan dari yang
sedikit intervensi hingga invertensi penuh (Ogus, 1994; Syarif & Wibisana, 2015):

1. Regulasi mengenai informasi: pemerintah mewajibkan individu dalam penyediaan
informasi, misalnya berupa laporan kepada aparat pemerintah atau kepada publik;

2. Standar target: pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk penentuan kualitas,
kinerja, hasil, atau tindakan apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti: standard
target, standar kinerja atau hasil, dan standar spesifikasi.

3. Perizinan: Individu dilarang untuk melakukan Kkegiatan, kecuali mereka telah
memperoleh izin atau persetujuan dari pemerintah. Untuk dapat memperoleh izin atau
persetujuan pemerintah, individu diharuskan memenuhi berbagai persyaratan, yang di
dalamnya biasanya termasuk persyaratan untuk mematuhi berbagai kewajiban dan
standar.

Persistent Organic Pollutants (POPs) adalah bahan kimia organik yang terdiri dari
karbon. Saat dilepaskan ke lingkungan, bahan kimia ini memiliki sifat fisik dan kimia
tertentu yang membuatnya bertahan lama, menyebar di tanah, air, dan udara,
terakumulasi dalam jaringan tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, dan beracun bagi
manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena dampaknya yang serius, pada tahun 2001, di
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Stockholm, Swedia, dibentuk sebuah konvensi yang mengatur penggunaan POPs, yaitu the

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang

POPs). Konvensi ini membatasi penggunaan 12 jenis POPs yang dianggap berbahaya bagi

kesehatan manusia dan ekosistem, yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (Syarif &

Wibisana, 2015):

1. Kelompok pestisida, yang terdiri atas: aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin,
heptachlor, hexachlorobenzene, mirex, toxaphene,

2. Kelompok bahan kimia industri (industrial chemicals), yang terdiri atas:
hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls (PCBs),

3. Kelompok bahan by products dari sebuah proses produksi, yang terdiri atas:
hexachlorobenzene; polychlorinated dibenzo-p-dioxins dan  polychlorinated
dibenzofurans (PCDD/PCDF), dan PCBs.

The Environmental Protection Agency (EPA) mengeluarkan aturan final yang
melarang penggunaan pestisida karbofuran pada tanaman makanan, dengan mengatakan
bahwa pestisida tersebut menimbulkan risiko kesehatan yang tidak dapat diterima,
terutama pada anak-anak. Insektisida yang dijual dengan nama merek Furadan telah
ditinjau oleh EPA selama bertahun-tahun. Bentuk granulnya dilarang pada pertengahan
1990-an karena dianggap sebagai penyebab kematian jutaan burung migrasi. Badan
tersebut mulai berupaya untuk menghapus pestisida ini sepenuhnya dari pasar pada
tahun 2006 (EPA, 2009).

Di Indonesia, belum ada larangan penggunaan pestisida berbahan dasar karbonfuran,

namun ada beberapa peraturan yang sifatnya standard dan perizinan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat
dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya
Tertentu dalam Perdagangan Internasional;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2021 tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Teknis Surat Kelayakan
Operasional Bidang Pengendalian pencemaran Lingkungan.

39. 20211 Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku
untuk pestisida, Seperti Buthyl Phenyl Methyl Carbamat
(Bpmc), Methyl Isopropyl Carbamat (Mipc), Diazinon,
Carbofuran, Glyphosate, Monocrotophos, Arsentrioxyde

Dan Copper Sulphate.

3.3. Incentives

Kebijakan insentif/disinsentif menurut Zakaria & Rachman (2013) bukan hanya sekedar

penghargaan atau hukuman, tetapi menyangkut perubahan positif atau negatif pada hasil

(outcomes) yang dalam pandangan individu akan dapat dihasilkan dari suatu Tindakan

yang dilakukan berdasarkan kaidah atau aturan tertentu baik dalam konteks fisik maupun

sosial. Insentif dapat dikelompokkan menjadi:

1. Insentif langsung (price incentive): dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, upah,
hibah, subsidi dan pinjaman linak; dlaam bentuk barang seperti bantuan pangan,
sarana pertanian, ternak atau bibit pohon; atau dalam bentuk kombinasi antara
keduanya.

2. Insentif tidak langsung (quantity incentive): dapat berupa pengaturan fiscal atau bentuk
pengaturan seperti pajak, jaminan harga input output, pengaturan penguasaan/pemilik
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lahan. Dalam konteks ini termasuk pelayanan seperti penyuluhan, bantuan teknis,
penggunaan alat-alat pertanian, pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sosial.

Kebijakan insentif dan disinsentif perlu dikembangkan terutama sebagai bentuk
insentif dan disintensif yang dikelola oleh pemerintah, baik ditingkat nasional maupun
daerah. Insentif yang dikembangkan perlu dirancang dan diimplementasikan untuk
mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.
Untuk itu, struktur insentif -disintensif harus dipandang sebagai upaya mendistribusikan
benefit, cost dan risk dalam ketahanan pangan nasional, regional dan lokal.

Kebijakan insentif sesuai dengan teori tersebut dalam penggunaan pestisida kimia
untuk penerapan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia belum dibuat secara
terperinci, namun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Insentif Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang di
dalamnya menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan pengendalian
lahan pertanian pangan secara terkoordinasi dari pusat sampai ke daerah, melalui
pemberian insentif dan disinsentif kepada petani. Pemberian insentif PLP2B bertujuan
untuk:

Mendorong perwujudan lahan pertanian pangan berkelanjutan

1. Meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

2. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani

3. Memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani

4. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan,
pengembangan, dan PLP2B sesuai tata ruang.

Pemerintah melaksanakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan
secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disintensif kepada petani pada lahan
pertanian pangan berkelanjutan yang telah diterapkan dalam RTRW. Adapun alternatif
jenis intensif yang diberikan kepada petani meliputi:

Keringanan pajak bumi dan bangunan
Pembangunan infrastruktur pertanian
Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi
Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
Jaminan penertiban sertifikat bidang tanah pertanian pangan
Penghargaan bagi petani berprestasi

Peraturan Pemerintah yang dijabarkan tersebut merupakan langkah pemerintah
dalam mensejahtarakan para petani dalam rangka penerapan pertanian pangan
berkelanjutan dengan memberikan insentif, namun belum memperhatiakan faktor-faktor
lingkungan antara lain penggunaan pestisida kimia harus dibatasi, pajak rendah untuk
produk pestisida alami dan pajak tinggi untuk pestisida kimia, pemberian penghargaan
bagi petani yang menggunakan dan mengembangkan pestisida alami dan membuat
program pengadaan pestisida alami dengan skala besar dan dapat dibagikan kepada para
petani dalam rangka penerapan pertanian pengan berkelanjutan dengan tujuan
peningkatan nilai ekonomi masyarakat dengan memperhatikan dampak kepada
lingkungan.

Program pengadaan pestisida tersebut yang diterapkan oleh Pemerintah harus
berlandaskan metode obligasi hijau atau green bond, yaitu pemberian biaya untuk
menanggulangi kerusakan lingkungan atau mengubah lingkungan yang panas menjadi
dingin atau hijau,dimana modal atau pembiyaan yang ditawarkan akan menjadi
penanggulangan lingkungan dengan sepenuhnya kegiatan proyek-proyek dalam kategori
KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan), yaitu proyek-proyek untuk sumberdaya
yang dapat diperbaharui, hemat energi, kontrol polusi, perawatan sumber daya hidup dan
sumber daya non hidup, atau juga lingkungan berkesinambungan, ramahnya transportasi,
perawatan air jernih dan air kotor (At-Tibasiy et al., 2019). Perseroan yang menggunakan
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Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) berkomitmen untuk berpartisipasi
mendukung pencapaian berbagai rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan
sebagaimana diformulasikan dalam Sustainable Development Goals (SDG) yang juga telah
diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Partisipasi tersebut dituangkan lewat
dukungan pembiayaan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada proyek-proyek usaha
maupun infrastruktur yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Diharapkan
perseroan dapat membiayai proyek dari sektor-sektor lain yang termasuk dalam jenis
KUBL seperti proyek efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi yang
berkelanjutan, serta pemberdayaan air bersih dan penjagaan limbah termasuk pengadaan
pestisida alami dalam rangka memenuhi pertanian pangan yang berkelanjutan dengan
memperhatikan faktor-faktor lingkungan.

3.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas, secara umum diperlukan suatu langkah dalam
mengurangi berbagai bentuk dampak yang ditimbulkan dari pestisida kimia dengan bahan
aktif karbofuran. Alternatif yang sifatnya ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam
penggunaan pestisida sangat diperlukan agar tidak terjadi potensi pencemaran pada
tanah dan air yang digunakan sebagai media tanam, potensi residu pada produk pertanian,
begitu pula dampak kesehatan yang timbul bagi petani. Alternatif yang paling mudah
diaplikasikan adalah penggunaan pestisida nabati dengan bahan aktif berupa tumbuh
tumbuhan tertentu yang memiliki kandungan atau zat aktif yang membuat hama menjadi
intoleran namun sifatnya yang dapat terbiodegradasi di lingkungan sehingga tidak
meninggalkan residu yang berbahaya (Haerul et al., 2016). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa walaupun tidak seefektif dan secepat efek yang diperlihatkan oleh senyawa kimia
sintetik, senyawa kimia nabati memberikan prospek untuk dikembangkan lebih jauh,
bahkan pada kasus-kasus tertentu, seperti pertanian organik, dan pertanian Low Input
Sustainable Agriculture (LEISA), senyawa kimia nabati menjadi pilihan utama (Suganda,
2015).

Langkah yang dapat dilakukan dalam penggunaan pestisida nabati ini untuk
sementara sifat kebijakannya adalah masih sebatas pendekatan voluntary karena hal ini
tergantung pada pola pikir pelaku di bidang pertanian yang memutuskan apakah tetap
pada kebiasaan lama dengan menggunakan pestisida sintetik yang membuahkan hasil
dalam jangka waktu cepat namun diiringi dengan potensi pencemaran dan dampak yang
tinggi, atau dengan penggunaan pestisida nabati yang ketersediaannya di pasaran masih
cukup jarang namun dapat diproduksi sendiri karena bahan bakunya yang banyak
tersedia di pasaran. Pemilihan kebijakan tersebut sangat besar dipengaruhi karena
praktik pertanian berkelanjutan dengan pestisida nabati menjadi kurang menguntungkan
dalam segi waktu dan besaran harga yang dikeluarkan. Pendekatan sukarela dapat
diimplementasikan dengan banyak melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada para
pelaku pertanian terkait kelebihan dan keuntungan penggunaan alternatif pestisida nabati
baik dari sisi ekonomis maupun lingkungan.

Pendekatan voluntary tersebut tentunya perlu didukung dengan adanya peraturan
resmi dari pemerintah yang dapat memantau secara detail bahan aktif yang digunakan
pada suatu produk pestisida kimia. Melalui bentuk perbaikan dalam proses penerimaan
untuk pendaftaran dan pengembangan pestisida kimia maupun alami baru dengan
melibatkan lebih banyak penilaian oleh laboratorium terakreditasi anonim yang akan
meningkatkan kredibilitas dan konflik kepentingan. Setelahnya, bentuk pembatasan
sampai pelarangan penggunaan diperlukan juga dalam meminimasi proses distribusi
pestisida dengan bahan kimia tertentu. Bentuk peraturan tersebut tentu harus ditinjau
melalui parameter lingkungan dalam menilai potensi risiko dan transformasi produk
(Mohring et al, 2020). Potensi risiko dapat diklasifikasikan pada peluang dan dampak
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yang dihasilkan pada masing masing komposisi bahan termasuk pada karbofuran yang
memiliki dampak cukup serius pada lingkungan dan kesehatan.

Command and control menjadi bentuk kebijakan yang diperlukan dalam mengatasi
peredaran pestisida dengan komposisi yang tidak sesuai bagi lingkungan, melalui bentuk
pembatasan sampai pelarangan. Namun kebijakan ini perlu dilakukan kontrol dan
monitoring oleh pihak-pihak terkait agar prosesnya berjalan efektif sehingga potensi
pencemaran dan kerugian yang ditimbulkan menjadi tereduksi. Peluang terdapatnya
praktik kecurangan bisa saja terjadi karena pembatasan penggunaan pestisida kimia yang
berpotensi mencemari lingkungan, namun apabila ditinjau dari sisi ekonomi memiliki
efektivitas dan keuntungan yang signifikan. Maka dalam hal ini, diperlukan strategi
kebijakan lebih lanjut dari sekedar tahap pengawasan yang dapat dikatakan sebagai
proses pemantauan risiko. Adapun proses tersebut telah diimplementasikan di Indonesia
dengan Kementerian Pertanian sebagai inisiator melalui pembentukan Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang pada Tahun 2020 telah dialokasikan ke 12 Provinsi
atau 243 Kabupaten/Kota (Kementan, 2020).

4. Kesimpulan

Kebijakan baru dalam peredaran pestisida kimia di Indonesia sangat diperlukan apabila
ditinjau melalui kasus kerusakan lahan dan dampaknya bagi kesehatan. Kebijakan
tersebut sifatnya harus adaptable agar dapat menyesuaikan perkembangan teknologi
pertanian di masa depan.
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